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RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember; Mohammad al Azis,
120903101059; 2015: 4 Halaman; Program Studi Diploma Ill Perpajakan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Jember yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015 sampai
dengan 23 Maret 2015. Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan
memahami Prosedur Penghitungan, Pemotongaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN), adalah mempelajari unsur-
unsur yang terkait dengan Pajak Penghasil Pasal 23 dan memperoleh gambaran
nyata tentang pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan
instansi yang berada di dalam Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah
X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah
naungan Kementrian Keuangan. Dalam pelaksaan Praktek Kerja Nyata penulis
mempelajari tentang jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam proses pemeliharaan
kendaraan dinas yaitu cleaning dan poles kendaraan dinas KPKNL Jember
bekerjasama dengan CV. Graha Nusantara yang memiliki NPWP 03.264.362.9-
626.00 dan KPKNL Jember juga memiliki NPWP 00.151.552.7-626.000. pajak
penghasilan pasal 23 atas pemeliharaan mobil dinas sediri dikenakan tarif 2% dari
jumlah bruto, proses pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Bendahara Pengeluaran

Kantor Kekayaan Negara dan Lelang menggunakan Pembayaran secara elektronik
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sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER26/ PJ/2014 dengan
sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) Internet Banking Bank BRI seperti yang
ada pada lampiran.

Kesimpulan dari hasil PKN ini adalah Perosedur pengenaan pajak
penghasilan pasal 23 yang dipotong bendaharawan sudah sesuai dengan peraturan
pajak yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Berdasarkan
Pemotongan pajak di Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jember menggunakan sistem pemungutan pajak dengan Witholding System, karena
Pihak ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan atas pembelian atau
penjualan atau memotong pajak penghasilan dari penerima penghasilan, dan
melaporkanya ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang digunakan sebagai
pembangunan bangsa serta dapat mensejahterakan masyarakat, pajak sendiri dipungut
dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat
dipaksakan penagihannya guna untuk meperlancarkan pembangunan nasional
indonesia yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan
pemerintah. Oleh karena, itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan
harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
kewajibannya membayar Pajak. Pajak sendiri ialah kontribusi wajib kepada Negara
yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( UU No. 28
Tahun 2007 ). Pajak sendiri sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1945 yang
didasarkan pada pasal 23A UUD 1945. Lembaga pemerintah yang mengelola
perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang
merupakan salah satu Direktorat Jendral yang ada di bawah naungan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk
membiayai semua pengeluaran pemerintah, baik dalam hal pembangunan dan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Negara. Salah satu sumber
pendapatan negara dari pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah
pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan Pajak Pusat yaitu
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga Negara pada umumnya. Adapun Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau
dipungut (PPh potput) melalui pihak lain lebih dikenal dengan istilah PPh Potput.

PPh Potput sendiri adalah penerapan sistem perpajakan yang menggunakan
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Witholding System dimana pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong atau
dipungut oleh pihak ketiga . Pihak ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan
dari pembelian atau penjualan barang atau memotong pajak penghasilan dari
penerima penghasilan, menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank
persepsi atau kantor pos dan melaporkanya ke Kantor Pelayanan Pajak. Menurut
Setiawan (2006 : 1) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh
Potput terdiri atas :
1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2),

Pajak Penghasilan Pasal 15,

Pajak Penghasilan Pasal 21,

Pajak Penghasilan Pasal 22,

Pajak Penghasilan Pasal 23,

o .k~ w D

Pajak Penghasilan Pasal 26.

Objek PPh Potput terdiri atas berbagai macam penghasilan, antara lain
penghasilan dari pekerjaan, pemberian jasa, sewa bangunan, dan dividen. Di dalam
kegiatan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jember yang merupakan instansi yang berada didalam Direktorat
Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan
pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah naungan Kementrian Keuangan.
Penulis mengambil Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu Jasa Pemeliharan Mobil Dinas
yang digunakan untuk memperlancar pada kegiatan Dinas Luar oleh penjabat Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melaksanakan tugas Negara. Adapun
jumlah mobil dinas yang ada pada KPKNL Jember yaitu 4 Mobil dinas, diantaranya
Isuzu Panther berjumlah 2 Unit, Kijang Inova dan Kijang Kapsul. Oleh karena itu
diperlukan perawatan/pemeliharan pada mobil dinas, dalam hal ini KPKNL Jember
melakukan pemeliharaan yaitu Cleaning dan Poles sebesar Rp. 2.250.000, - . KPKNL
Jember sendiri bekerja sama dengan CV. Graha Nusantara dikarenakan KPKNL
Jember tidak Mampu untuk melakukan pemeliharaan Claning dan Poles tersebut,

pemeliharaan tersebut akan dikenakan Pajak
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Pajak Penghasilan Pasal 23 itu sendiri merupakan Pajak yang dipotong atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri ( orang pribadi)
maupun badan , dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau
penyelengara kegiatan yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21. Pajak
Penghasilan Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek
Pajak dalam negeri,penyelengara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainya. ( Siti Resmi 2014:327)

Didalam sistem Pajak ada beberapa system yang di gunakan yaitu diantaranya
Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding System. Laporan ini
membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang merupakan PPh potput (
pemotongan/pemungutan ) dengan hal tersebut maka sistem pemungutan pajaknya
mengunakan Withholding System vyaitu suatu system pemungut pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ke tiga ( bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adanya pihak ketiga,
pihak lain selain fiskus dan Wajib Pajak. Dalam melakukan perawatan mobil dinas,
pihak KPKNL Jember bekerja sama dengan CV.Garaha Nusantara dengan penujukan
secara langsung dasar hukum yang digunakan yaitu Perpres Nomor : 70 Tahun 2012.
Oleh sebab itu, Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jember diberikan wewenang untuk menghitung dan membayar pajaknya atas
penghasilan dari perawatan mobil dinas CV.Graha Nusantara serta melaporkan ke
Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) terdaftar.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana tentang Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang

ada Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember ?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui tentang Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas
yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

b. Memperoleh pengalaman kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Jember.

c. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan DIII Perpajakan dan untuk memperoleh

gelar Ahli Madya

1.3.2 Manfaat dari Praktek Kerja Nyata
Manfaat dari Praktek Kerja Nyata ialah :

a. Mengetahui tentang Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas
yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

b. Memperoleh pengalaman dan melatih kedisiplinan kerja pada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur Perpajakan
Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakam atau operasi yang
harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar memperoleh hasil yang
sama dari keadaan yang sama, sedangkan Prosedur pajak yaitu bagaimana tentang
tata cara perpajakan baik itu pendaftaran NPWP , penghitungan,
pemotonganan/pemugutan, penyetoran dan pelaporan perpajakan yang terutang.

2.2 Pengertian Pajak
2.2.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam
Siti Resmi ( 2014:1 ) Pajak adalah luran rakyat kepada kas Negara berdasarkan
undang — undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapatkan jasa timbal
balik ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.

Sedangkan Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldman Pajak
adalah Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengkuasa (
menuruy norma — norma Yyang ditetapkan secara umum ), tanpa adanya
kontraprestasi, dan semata-mat digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran
umum
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang — undang serta aturan
pelaksanaanya

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual
oleh pemerintah
Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran — pengeluaran pemerintah secara umum

misal dalam pembangunanmapun penyejahteraan rakyat

2.2.2  Fungsi Pajak
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Menurut Siti Resmi (2014:3) fungsi pajak ada 2 yaitu:
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempuyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Contohnya : Dimasukkan dalam ABPN sebagai penerimaan
dalam negeri

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi, serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan.
Contohnya: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang - barang mewah. Pajak
penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi
jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin
tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini
dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba — lomba untuk mengkonsumsi barang

mewah ( mengurangi gaya hidup yang mewah )

2.2.3 Jenis Pajak
Jenis Pajak menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang
dikelompokan menjadi tiga pengelopokan yaitu menurut golongan , menurut sifat ,

dan menurut lembaga pemungutnya

2.2.3.1 Menurut Golongan
Pajak dikelompokan menjadi dua :

a. Pajak Langsung,Pajak yang harus dipikul atau ditangung sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau
pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan
Contohnya : Pajak Penghasilan ( PPh ), PPh dibayar atau ditanggunng oleh

pihak pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
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b. Pajak Tidak langsung, Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ke ketiga. Pajak tidak langsung
terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang
menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau
jasa.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat
pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayaran oleh
produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada
konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga

jual barang atau jasa )

2.2.3.2 Menurut sifat

Pajak dikelompokan menjadi dua :

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan Wajib
Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan ( PPh ), dalam PPh terdapat Subjek Pajak ( Wajib
Pajak ) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut
memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak ( status perkawinan, kebanyakan
anak, dan tangungan lainnya ). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut
selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena
pajak

b. Pajak Objektif, Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik
berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar pajak. Tanpa memperhatikan keadaan pribadi
Subjek Pajak (Wajib Pajak ) maupun tempat tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.2.3.3 Menurut Lembaga Pemungut
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a. Pajak Negara ( Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terbaik tingkat I (
Pajak Provinsi ) maupun daerah tingkat Il ( pajak kabupaten / kota ) dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing — masing
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor ,
Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Permukaan Air Tanah, Pajak Air
Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan

2.2.4 System Pemungutan Pajak
Dalam memungut Pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu
a. Offcial Assessment System
Sistem Pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang — undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,
berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada
aparatur perpajakan ( peranan dominan ada pada aparatur perpajakan )
b. Self Assessmen System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan
peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,

inisiatif serta kegiatan menghiting dan memungut Pajak sepenuhnya ditangan
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Wajib Pajak. Wajib Pajak diangap mampu menghitung pajak, mampu

memahami undang — undang yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran

yang tinggi, serta menyadari akan arti penting membayar pajak. Oleh karena

itu, Wajib Pajak diberi kepercyaaan untuk :

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ; dan

5) Mempertangung jawabkan pajak yang terutang
Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak
banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri ( peranan dominan ada pada
Wajib Pajak ).

c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditujuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukan pihak Kketiga ini dilakukan sesuai peraturan
perundang — undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan
lainya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan
mempertangung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung

pada pihak ketiga yang ditunjuk

2.3  Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan
Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang-undang pajak
Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas

penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu, Pajak
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Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu
jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima
atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan,
subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai
Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan,
terutang Pajak Penghasilan dan dalam hal ini yang bersifat final.

2.3.2 Dasar hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak Pennghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun
1993 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10
Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Kementerian Keuangan, Keputusan

Direktorat Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi
untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak
Penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau
memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika
subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka
disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomer 2007 tetang KUP menyebutkan bahwa
Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan
sebagai berikut

1) Subjek Pajak Orang pribadi yaitu Orang pribadi sebagai subjek dapat

bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia
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2)

3)

4)
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Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak, Merupakan Subjek Pajak pengganti,
menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penujukan warisan yang
belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan
pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan.
Subjek pajak Badan, Badan sendiri adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer
perseroan lainya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi
sosial politik , atau organisasi lainya, lembaga, dan bentuk lainya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap ( BUT )

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan di Indonesia

Subjek Pajak di bedakan menjadi :

a.

Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari
1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat

untuk bertempat tinggal di Indonesia;
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2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali
unittertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan;

b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh
aparat pengawasan fungsional negara

3). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.

b. Subjek Pajak Luar negeri adalah

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

b) Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatanm atau
keadaaan) yang dikenakan pajak. Menurut Siti Resmi (2014 : 80) Objek pajak
penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
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luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23
2.4.1 Pengertian Pajak Penghsilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun
Badan) dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau
Subjek Pajak dalam negeri, penyelengaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainya.
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Pennghasilan Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 244/03/2008 dan Undang-undang
Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan jelas adanya jasa pemeliharaan

sebagai objek pajak penghasilan pasal 23
2.4.3 Pemotongan Pajak Penghasilan 23
Pemotongan Pajak penghasilan 23 terdiri atas

Badan Pemerintah

Subjek Pajak Dalam negeri
Penyelengaarran kegiatan
Bentuk Usaha Tetap

Perwakilan Perusahaan diluar negeri

O ULgEBRF W

Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh

Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu ;
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e Akutan, arsitek, dokter, notaris, Penjabat pembuat tanah(PPAT),
kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan
bebas.

e Oranag pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan atas pembayaran berupa sewa

2.4.4 Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 ( Selanjutnya

disebut Objek PPh Pasal 23 ) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008

yaitu :

1) Deviden;

2) Bunga termasuk premium, dikonto. Dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang

3) Royalti

4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak
penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
dalam pelaksanaan kegiatan . perbedaan penghasilan berupa hasiah dan
penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dengan yang dipotong
pajak penghasilan 23 adalah untuk pajak penghasilan pasal 23, Wajib
pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak
dalam negeri atau badan, tetapi untuk pajak penghasilan pasal 21 Wajib
pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagai mana
dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh

5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaaan harta, kecuali

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

15

6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa managemen , jasa kontruksi,

245

jasa kosultan, dan jasa lainya yang telah dipotong pajak Pengahasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh

Penghasalan yang dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

yaitu :

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank.

Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha

dengan hak opsi.

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

(PT) sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaka milik

Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan

uasah yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a)  dividen bersal dari cadangan laba yang ditahan, dan

b)  bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha
milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan
yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang
disetorkan.

Bagian laba yang diterima atau diperolah anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,

perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan

kontrak investasi kolektif.

Sisa hasil usaha kopersi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota.

Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Badan Usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiyaaan yang telah

mendapatan ijin Menteri Keuangan : BUMN/BUMD vyang khusus

memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan

koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional
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Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas

penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiyaan syariah.

2.4.6 Tarif Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 sendiri mengenal dua jenis tarif yaitu tarif 15% dari jumlah

bruto dan tarif 2% dari jumlah bruto.

1) Tarif 15 % dari jumlah bruto meliputi

a.
b.
C.
d.

Dividen

Bunga

Royalti

Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2) Tarif 2 % dari Jumlah bruto dikenakan atas

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta

imbalan atas jasa teknik, jasa managemen, jasa kontruksi, jasa konsultan dan jasa

lainya

24.7

a.

Saat terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23

Saat terutang yaitu Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada
akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya
penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya
penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh
pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
Penyertoran Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat
terutangnya pajak dan di setorkaan ke bank presepsi atau kantor pos

Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
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Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada
orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang
dipotong (Siti Resmi ,2014 : 337).

2.5 Akuntansi Pajak
2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi adalah Suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi
yang disampaiakan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah
dimengerti. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang dicatat diolah
menjadi informasi yang berguana. Istilah akuntansi di dalam perpajakan adalah
pembukuan dan pecatatan. Akuntansi Pajak sendiri adalah akuntansi yang ditetapkan
sesuai dengan prinsip perpajakan dalam (Shopar Lumbantoruan 1996 : 1)

Menrut Waluyo (2008:19) Akuntansi pajak yaitu dalam menetapkan besarnya
pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan,
mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan—aturan
khusus yang berkaitandengan akuntansi yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa
keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-—

undang.

2.5.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak

a. Teori Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2008:20) untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan
logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas:
1. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat dinilai;

2. Pedoman pengembangan praktek dan prosedur baru.
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b. Prinsip Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2008:26) Prinsip akuntansi pajak tercipta karena adanya
suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan
pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan
sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip prinsip dasar
yannng digunakan bersifat netral ( tidak Memihak ) terhadap produk — produk yang
dihasilkan oleh akuntansi , oleh karena itu, prinsip — prinsip dasar akuntansi dapat
digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak.

2.5.3 Tujuan Pokok Akuntansi Pajak

Tujuan Tujuan Pokok Akuntansi Pajak ialah untuk menetukan Jumlah PKP
yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar
penetapan beban dan/atau penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak. Sementara
itu, besaranya beban pajak yang terhutang sering sekali dikenakan atau dipungut atas
dasar asas, tujuan, dan pertimbangan — pertimbangan yang tidak berhubungan dengan
penentuan R/L sebagai tujuan pokok akuntansi keuangan. Hal tersebut meskipun
tidak bertentangaan namun cukup beralasan untuk dipakai sebagai dasar pembenaran

akan adanya perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah
sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan
dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan diamana KPKNL
merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu
pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, pengelolaan kekayaan negara,
dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia didalam satu atap dengan harapan
demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang lebih efektif dan efisien terkait di
bidang-bidang tugas tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebelumnya
bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena adanya
transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak hanya menangani
piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani pengelolaan kekayaan negara
sehingga berganti nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Jember, yang beralamat di JI. Slamet Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang
mudah dijangkau angkutan umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan
pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus
kenyamanan bagi para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan
instansi yang berada di dalam Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah
X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah

naungan Kementrian Keunagan

19
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Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso,

Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo.

3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember
3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen
murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh
seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan
masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan,yaitu “Menjadi pengelola
kekayaan negara dan piutang negara yang profesional dan bertanggung jawab

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka

visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu :

a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas
pengelolaan kekayaan negara;

b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam
berbagai kepentingan nilai;

d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan
transparan;

e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan
kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi

kepentingan masyarakat.
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3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi
serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi yang
baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu terdapat
suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, koordinasi,
hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan
tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai berikut;

KEPALA KANTOR
AGUS HARI WIDODO
NIP. 19690121 199603 1 002

SEKSI UMUM
ANITA DHAMAJANTI
NIP. 19710606 199803 2 001

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN PELAYANAN PENILAIAN PIUTANG NEGARA PELAYANAN LELANG | [HUKUM DAN INFORMASI
KEKAYAAN NEGARA
AGUS BUDI UTOMO JOKO SUSANTO ANDI SUTRISNO WIJI YUDHIHARSO K.P AGUS SETYADI
NIP.19740821 199602 1 001{ |NIP. 19770614 200001 1001| [NIP. 19630223 198603 1001 |NIP. 19791021 2002121 001] | NIP. 19600815 198402 1001

Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL Jember adalah sebagai berikut:

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur

organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
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a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang
negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan
fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang
peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Seksi Umum
Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha,
rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:

1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;

2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;

3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata
usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi
laporan akuntabilitas.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan,
evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam
melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayan negara;

2) Penyusanan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan,
pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara;

3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung
jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara;

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Penilaian
Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi

permasalahan survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan
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metode penelitian, rekonsilasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan
penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam,
real property, property khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan
bahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang
diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah:

1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, property,
property khusus, dan usaha;

2) Pelaksanakaan bahan bimbingan terhadap penilaian;

3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

1) Sub Bagian Sumber Daya Alam
Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan
bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang
penilaian sumber daya alam.

2) Sub Bagian Property
Sub bagian peniitian property mempunyai tugas melakukan bahan
bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan
teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap
penilaian serta pelaksanakaan kegiatan dibidang penilaian property.

3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha
Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan
bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi,
bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanakan kegiatan dibidang
penilaian property.

e. Seksi Piutang Negara
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Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta
pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang dan
eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang,
pengusulan, pencegahan dan pelaksanakan paksa badan, penyiapan
penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan
teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau
barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau
pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan
fungsi:

1) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan
pelaksanakaan;

2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;

3) Pelaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan
keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan
atau penyelesaian piutang negara;

4) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan
piutang negara;

5) Pelaksanakaan penggalian potensi piutang negara;

6) Pelaksanakaan pengurusan piutang negara;

7) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan
pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang
jaminan.

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

1) Sub Bagian Piutang Negara |
Sub bagian piutang negara | mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanakaan penetapan,
penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan
keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan

atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau vertifikasi
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pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara
lingkup 1, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan
keputusan Direktur Jenderal.

Sub Bagian Piutang Negara Il

Sub bagian piutang negara 11 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksankaan penetapan,
penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan
hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau
penyelesaian piutang negara lingkup Il, yang pembagian kerjanya
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jendral.

Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanakan
pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak
ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta
pengelolaan dan  pemantuan pelaksanakaan  pengamananan,

pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang mempunyai tugas melakuakan bimbingan teknis, penggalian

potensi, pemantuan, evaluasi, vertifikasi, dan pengembangan lelang dan

bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

1)

2)
3)
4)

Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan,
evaluasi, vertifikasi risalah lelang dan pembangunan;

Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang;

Pelaksanakaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan;

Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanakaan

pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.

Bagian lelang terdiri dari:
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1) Sub Bagian bimbingan Lelang |
Sub bagian bimbingan lelang | mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan,
dan evaluasi. Vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang,
pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil
lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang 11
Sub bagian lelang Il mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi,
vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang.
Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II,
yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Direktur Jenderal.

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang
Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan
pengawasan usaha jasa lelang dan profesi penjabat lelang.

g. Seksi Hukum dan Informasi
Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan pelayanan bantuan
hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan
negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;

2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan
dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

3) Pelaksanakaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;

4) Pelaksanakaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha

berkas pengurusan piutang negara;
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5) Pelaksanakaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang
kekayaan negara penilaian, pitang negara, dan lelang;

6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

1) Sub Bagian Bantuan Hukum
Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah
hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian,
pengurusan piutang negara dan lelang.

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi
Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang
kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga
bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan
penata usahaanberkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi
pengurusan piutang negara, dan lelang.

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi
Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas
melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang
kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta

pengolahan jaringan komunikasi data.

3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan
mengelola sumber dayan manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang
berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan dan
klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan
jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam KPKNL, cabang

jember adalah sebanyak 41 orang.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28

3.4.1. HaridanJam Kerja KPKNL Jember

Dalam menjalankan kegiatan KPKNKL Jember menetapkan jam kerja yang
harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Hari Kerja Jam Kerja | Istirahat Jam Kerja Il

Senin s/d Kamis  07.30- 12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB  13.30-17.00WIB
Jum’at 07.15-11.30 WIB 11.30-13.00 wIB 13.00-17.00WIB
Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Tahun 2015

3.4.2. Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember
Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian
Pelaksanakaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah:
a. Kesetiaan;

b. Prestasi Kerja;

c. Tanggung Jawab;
d. Ketaatan;

e. Kejujuran;

f. Kerja Sama;

g. Prakarsa;

h. Kepemimpinan.

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
(pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi kepada
pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan kenaikan pangkat
kegolongan sampai dengan kegolongan yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan

kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat tahun dalam pangkat terkahir.
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3.4.3. Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember
Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain
berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:
a. Tunjangan Jabatan Struktural
Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan)
Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan
dengan pembayran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari
satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara,
berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan awal.
b. Tunjangan Cuti
Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti
sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar
tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang

bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah.

3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL
Jember
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) dalam meningkatakan kinerja karyawan adalah dengan melakukan
beberapa cara yaitu:
a. Pengarahan Penyuluhan
Peningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan yang
dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan ini diberikan oleh

kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja yang
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dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik
untuk hari-hari kedepannya.

Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah
dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi
kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja
karyawan. Pemindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan
dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang
monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan
berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang
dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan
tertang untuk melakukannya sehingga kinerja karyawan pun akan ikut
meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama

waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mengenai Prosedur

Penghitungan, Pemotongan , Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa

Pemeliharaan Mobil Dinas maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Penghitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang
dilaksanakan oleh bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan di dalam undang
undang yaitu 2 % dari Jumlah Bruto.

Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember Bekerja
sama dengan CV.Graha Nusantara Untuk Pengerjaan Pemeliharan Mobil
Dinas Kantor.

Dalam proses Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan atas
atas Pemeliharaan Mobil Dinas oleh bendahara pengeluaran KPKNL
Jember adalah Witholding System karena bendahara pengeluaran KPKNL
Jember Menghitung pajak dari CV.Graha Nusantra.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Mobil dinas
dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan 23 sebesar Rp. 40.909 dan
dikenakan PPN Pajak Pertambahan Nilai Sebesar Rp.204.545 sesuai
dengan Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor: DIPA-015.09.2.5381
4012014.

Pihak Bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
membayar pajak yang terutang dengan mengunakan Sistem Pembayaran
Pajak Secara Elektronik secara online melalui Internet Banking Bank BRI
dengan dasar hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER26/
PJ/2014.

43
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5.2 Saran
Dengan melihat hasil PKN pada Kekayaan Negara dan Lelang Jember,
adapun saran yang dapat diberikan untuk Kekayaan Negara dan Lelang Jember
adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang
Jember.
2. Peningkatan Kedisplinan Waktu dalam Pekerjaan di Kantor Pelayanan
Kekayan Negara dan Lelang.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomeor - :396/UN25.1.2/5P/2015 3 Pebruari 2015
Lampiran  : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Ji. Slamet Riyadi No. 344 A Jember ‘
Jember

Ty

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Polittk Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesalkan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelésaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
~ memberikan kesempatan keglatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
~ pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM PROGRAM STUDI
1. | Ferrando Satria 120903101013 DIl Perpajakan
2. | Mohammad Al Aziz : 120903101059 DIl Perpajakan

‘ um lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

ar dln mnaya disampaikan terima kasih.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
N a/ KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR

WS/  KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN Mmurw LELANG JEMBER

To, 801) SRV, SRTON, e, (301) CTO0, webete . wwwiphefemter POkl
S$229 WKN.10/KNL.04/2015 U Februari 2015

Sifat : Basa
Hal ¢ Permohonan Tempat Magang

2015 hal tersebut di atas, kami tidek keberatan menerima untuk menjadi Tempat Magang
mahasiona atas nama Fervando Satria did. sesuai jadwal yang telah dientukan yaitu muai
tanggal 23 Februari Sampai dengan 23 Maret 2015.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersabut agar mengiati peraturan dan ketentuan yang
beriaku pada KPXNL Jember , adapun jam kerja di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor puiad
07.30 WIB, Pulang Kantor pulad 16.00 WIB, setiap harf Senin s.d. Jumat.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email ; fisip@uneiac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 540/UN25.1.2/5P/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
nomor S-239/WKN.10/KNL.04/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 perihal ljin Tempat
Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawabh ini :

No NAMA NIM PROGRAM STUDI
1. | Ferrando Satria 120903101013 DIll Perpajakan
2. | Mohammad Al Aziz 120903101059 DIll Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jember, terhitung mulai tanggal 23 Pebruari sampai dengan 23 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac,id

SURAT TUGAS
Nomor : 541/UN25.1.2/5P/2015

Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, MAA.
NIP : 195402021984031004
Jabatan : Lektor Kepala

Pangkat / golongan : Pembina IV/a

wwmmmmmmmrmnmum
ummmmmmr&mmmmn Lelang
Jember, terhitung mulai tanggal 23 Pebruari sampai dengan 23 Maret 2015. Adapun nama-

nama mahasiswa sebagai berikut :
No. Nama NIM PROGRAM STUDI
1. | Ferrando Satria 120903101013 DIl Perpajakan
2. | Mohammad Al Aziz 120903101059 DIl Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

11, Kalimanten - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 135586 Jember 6812 |
Email . fsipunei@telkom. et Telp, (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN ANGKA HURUF
‘ 1 | Penguasaan Materi Tugas Oclapan pululs TG R3
| 2 | Kemampuan / Kerjasama Elapan /BITLu/v Fua 85
LAl
3 Eu‘ka | paapn P (/194 83
4 | Disiplin &‘('P’m f'ufu‘v Pua A2
NILAI RATA - RATA
Identitas Mahasiswa yang dinilai :
B e A
NM T R

- Tlmu Administrasi
ng'nnStudl Diploma III Perpajakan

Marfa ..Q@.:“ﬂ;"’ '

----------------------
..............................

veffssesnisraiannansine Sressssnmraasnanrn e sershsnsany
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

JALAN BLAMET RIYADI NOMOR 344 A | JEMBER 68121
TELEPON : 0331 . 420758, 420780, FAKBIMILE ' 0331 . 428760

DAFTAR HADIR
MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DI KPKNL JEMBER TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 8.D 23 MARET 2015

NAMA MAHASISWA : Mohammad Al Azis
NIM : 120903101059
PROGRAM STUDI : D-1I1 PERPAJAKAN

14 5
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Joln Somet Ryed 344 A Paang Jombe 0411

ota Dinas
Nomor : ND-'7 /WKN.10/KNL.0401/2015

Kepada . Para Kepala Seksi

‘Dari . Kepala Sub Bagian Umum

Sifat . Blasa

Lampiran . Satu Lembar

Hal : Jadwal Magang Mahasiswa Fakultas Iimu Sosial Dan Politik Universitas Jember
Tanagal : 23 Februari 2015 5

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Iimuy Sosial Dan Iimy Politik Universitas Jember

Nomor : 540/ UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 12 Februari 2015 hal Kesediaan Menjadi Tempat Magang,

terdampir kami sampaikan jadwal Magang Mahasiswa Fakuttas Iimu Sosial Dan Politik Universitas
- Jember.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
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JADWAL MAGANG KULIAH KERJA
MAHASISWA FAKULTAS SOSILA DAN POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

Minggu
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Digital Repository Universitas Jember

Nomor © 025/1I/GN/2015

Lampiran

Perihal : Permohonan Pembayaran
Dengan hormat,

Jember, 2 Februari 2015

Kepada Yth :

Kepala Kantor KPKNL
JI.Slamet Riyadi 344A Jember

Di

Jember

Sehubungan dengan selesainya pekerjaan Jasa Perawatan Kendaraan Dinas (Cleaning
dan Poles), Kantor di KPKNL Jember, kami dari CV. Graha Nusantara mengajukan pencairan

keuangan untuk kendaraan yahg dimaksud :

No Uraian Unit . Total
1 Kendaraan Roda 4 5 x Rp. 450.000 ECehg Rp-‘!zsoooo. W g
; 2 Kendaraan Roda 2 4 x Rp. 150.000,- Rp. 600.000,-
TOTAL Rp. 2.850.000,-

* Terbilang : Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima puluh Ribu Rupiah).
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| Perhbayaran MPN 3 BRI inter rel Barking

i BUKTI PENERIMAAN NEGARA
04-PEB-2015 13:31:30

REFERENSI ANDA

Transaks! anda telah diterima oleh Bank BRI. Harap catat No. Rafaransi anda
untuk digunakan apabila ada pertanyaan atau masalah,

No. Referens!
Untuk Pembayaran
NTB

STAN

: 200537296930 %

{ MPN - Direktorat Jenderal Pajak
1150204501170

: 597995

: D7A4CO3BIGN3ISQN3

: 115020000029411
:001515527626000

: BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER
: JL.SLAMET RIYADI NO.344 A JEMBER

.

1411124
1100
: 02022015
1 000000000000000
: Rp. 40.909
Rabu, 04 Pebruari 2015 13:31:30
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BUKTI PENERIMAAN NEGARA
04-PES-2015 13:28:18

REFERENSI ANDA

NG Referans | 200537292699
Untuk Pembiayaran { MPN - Dirslcorat Jenderal Pajak
NTE : 150204501181
STAN . 597985
NTPN : BAF1 BOI8)GNISPXT
Kode Bifling : 115020000028317
NEWP 03264 1629626000
Hams Wajib Pajak : OV, GRAMA NUSANTARA
Alamat Walib Pajak | PERUM ARGOPURD SA 2 NO. 22, JEMBER
Nomor Objek Pajas !
At 1411211
Jenis Setoran {100
3 Masa Pajak 1 92022015

Homor Ketetapan | 000000000000000
Jumish Bayar : Mp. 204548

i Tanggsl Pernbavar s | Mabuy, 04 Palrusct 2018 132818
Jenis Percbave a  Purm v Segers

i e Blakan simpan ‘ee: i sanegE St trnameEe ¢ g sah

canned py Camoscanner


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA { X | SPT Normal
KEUANGAN R.L. 1
PAJAK PENGHAS ILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 | | SPT Pembetulan Ke
J&::::Fmax Formulir ini digunakan untuk melapork an Pemotongan ‘ Masa Pajak
Mnkhuhulluhudl.hhnl-unrunlu ; o] 2111 zlo! 1155
BAGIAN A nnn‘rms rmorom: raumwam ruu
1. NPWP | 7| | (gl2le w 0i0/0]
2. Nama WP Wu».l:l‘ﬂ; ‘:K‘PKNLL‘. J.mb.y
3 Alamat 4 i .LAMETleY‘A"D;'E\NOJ“‘ A JEM'R
W n.i.\x i

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Dividen *) 4111247101

1
2 Bunga *%) 4111241102
3 Royali 4111247103
4 Hadiah dan penghargaan 411124/100 -
S Sewa dan Penghasilan lain schubungan dengan penggunaan harta ***) | 411124/100
6 Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai
dengan PMK -244/PMK 03/2008:
a. Jasa Tekunik 411124/104
b. Jasa Manajemen 4111247104
¢ Jasa Konsultan 4111247104
d Jasa lain: LAl L))
1) Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin Perala . . 4111247104 2645 454 52.909
2) Jasa schubungan dengan Software Komputer, termasuk ... 411124/104 1.363.636 7172
e 4111247104
1 4111247104
3 JUMLAH 4.009.090 80.181
: Terbilang: Delapan Puluh Ribu Seratus Delapan Pulih Satu Rupiah

'PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :

411127401
411127402
411127103

. mumhnp-—nm‘"m'l“

m dengan pekerjaan, dan kegiatan 411127104
B 411127100

411127100
41127102
411127100
411127100
411127100
411127100
anmnes
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Lambur ke-luntuk . Wajib Pajak

. | , § ) 3 Lanibur kel antuk |; Kanfor Pel Pajak
DEPFARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lembarkodunteh | Pomonog sk

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Prammas Jember

 BUKTEPEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR ; 078/BP-PPh 2V8 TAPVIIS
NewP (ofs] [2]efe]| [3]e]2] [o]-|ef2]e] [o]o]o]
Nema WP C V| l,;G\BLA!HéAi ?NiU‘BEA]N!”REA; ‘ k " R T -
Awmet . (PIE[R|UIM| [A[R|G[O[P|U|RIO| | [8|A] (2] [N[o| | [2{2] | [J[Em

Y

ojlojo|o
ol o] o] o ElEa

Hadiah dan penghargaan
Sewa dan Penghasilan lain :
schubungan dengan s
penggunaan harta ***)
asa Teknik, Jasa Manajemen,
sa Konsultansi dan Jasa Lain it
sesuai PMK-244/PMK.03/2008 : E"‘ o 3
a. Jasa Teknik 0
b. Jasa Manajemen

) 4 S Pes v,
-lnl.d--&.
e i e ave B SRS
2)

3 0 2,00 % 0
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£ KEMENTERIAN KEUANGAN
g SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 04-02-2015  Nomor : 00013
Kuasa Bendahara Umum Negara, ¥antor Pelayanan Perbendaharaan Negara J EM B E R (131)
Agar melakukan pembayarar: sejumiah Rp. 83.776.029,-
**DELAPAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUM ENAM RIBU DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH***

| Jenis SPM : | 05 |GANTI UP ‘ Cara Bayar : | 2 |Giro Bank Tahun Anggaran : 2015

Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker

PP 45 Tahun 2013 538140 KD KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(01) DIPANo, DIPA-015.09.2.538140/2015 JEMBER

TANGGAL 14-11-2014
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
01 01 01s 09 10
Kegiatan, Output, Lokasi
1716 994 05.12
Jenis Pembayaran 4 | Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 3 Penggantian UP (GUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM/RM

o PENGELUARAN POTONGAN
— Ty JumiahUang | BA Unit.LokAkun. Satker Jumiah Uang
; 52 83.776.029,-

83.776.029,- Jumlah Potongan
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Tanggal 104022015 Nomor 00013
Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)
Jenis Pembayaran (1) Pengeluaran Anggaran

R T G P v et Lo S M
' P i Wi
’ R T A 18 BAN LELANG xm Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja
JEMBER (538140) 8 Kode Kegiatan 1718
: o e 9 Kode Fungsl,  01.01.10
_ : TIMUR 8 Fungsl, Program
5 Tempat : KAB. JEMBER (12) j
: : 10 Kewenangan Pelaksanaan . (D) Kantor Daerah
Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
dl KAB. JEMBER

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-015.00.2.538140/2015, 14-11-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1, Jumish pembayaran yang dimintakan : Rp, 83.776.029
( **delapan puluh tiga juta tujuh ratus lujuh puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah*** )

2 Untuk kepertuan © Penggantian uang persediaan untuk keperiuan belanja barang

. BELANJA BARANG

: Bendahara Pengeluaran KPKNL JEMBER

¢ Ji. Slamet Riyadi No.344A

. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tok. KC JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER
nomor rekening : 0021.01.001129.30.8

 Rp.0
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1. Kode Satuan Kerja
2 Nama Saluan Kerja
3 Tanggal dan Nomor DIPA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor

: 538140

(SPTBIGUI2018

- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

- DIPA-018.00.2.5638140/2014, 14 Nopember

2016

4 Kiasifikasi Belanja £01.01.10,1716.994.002
Yang bertanda tangan dibawah inl atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kanlor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyatakan bahwa
saya bertanggung jawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas olsh Bendahara kepada yang berhak menerima
nmmmmmmmww pembayaran tersebut dengan perincian sebagal berikul :
it No. Pajak
Penerima Uralan T__FML—._ ajak yang dipungut
', AKUN anggal No, wesinsc ‘ Bogdnnara Pengeluran
- PN PPh
715641002 (C)] 523121 |SPBU Vo pemeliharaan Kendaraan dinas roda|09/01/2016| Kullansl | 6.000.000 -
A et TR IERENORI berupa pembelian bensin No.008 ; :
2 | 904 [002 (C)| 523121 [SPBU Blaya pemeliharsan kendaraan dinas roda|08/01/2016| Kultansi | 500.000 | ~ T
dua berupa pembellan bensin No.009
31904 {002 (C)| 523121 |Barometer pemelinaraan kendaraan dinas roda|13/01/2015| Kuitansi 600.000 | - .
empat berupa pembelian lampu DOP HID| |No.015  }
4| 984 {002 (C)[ 523121 | Samsat Jember pemeiiharaan kendaraan dinas roda|13/01/2015| Kuitans! 758.000 . x
empat berupa pembayaran pajak kendaraan No.018 [
— - cosmmem——— MRQ - - .. - - .- - -4 — 2
% |594 002 (C)| 523121 |CV. Granus %‘n pemeliharaan kendaraan dinas roda|22/01/2015| Kuitansi 2.260.000 204545 | 40900
el __|empat berupa poles kendaraan dinas. e o ) RGP 1. iirad
€| o0e 523121 |CV. Granus Blaya pemeliharaan kendaraan dinas roda|22/01/2015 Kultansi | 600 000 12
dua poles kendaraan dinas. No.051
£ Lol 523121 |CV. MPS Blaya pemeiharaan PC/ Nolebook bulan|04/01/2015| Kuilansi | 1.500.000 198364 | 27273
e T s, RS T N IR . . e R Rl
8 | 994 [002 (C)| 523121 |CV. MPS Blaya pemeliharaan PC/ Notebook berupa|04/01/2015| Kultansi 30.000 | - -
¥ 6 __|pembelian kabel VGA 3 meter._ J.. _ |No.068 IRl MBS
© | 904 523121 |CV. MPS pemeliharaan  printer  berupa|04/01/2015| Kuitansi 215.000 | _ - 800
MMWWMWMK No.070 o
it B, s ¥ & i o
(©)] 523121 Pumomo pemelinaraan kendarsan dinas r0da|04/01/2015| Kultansi |- 445.000 | -
s at berupa servis mobil Panther Turbo. No.071 1 ¥ &
221 kendaraan dinas 101/2015| Kuitansi 2.948 000 268 00C 53800
servis mobil Panther Siiver. _ Nno072 1 s
kendaraan dinas roda|04/01/2015| Kuitansi 225.000 2500
i ~ |empat berupa servis mobil Kijang Kapsul. | N0.073 I | 232
1 D 127 [Bengkel Pumomo|Blaya pemelinaraan kendaraan dinas roda|04/01/2015| Kultansi $60 000 3.900
: empal berupa servis mobil Panther Touring. No.074 o :
121 |1 Kendaraan dinas roda|04/01/2015| Kultansi | 400.000 |- N — Tl
mpat berupa cuci kendaraan dinas. R Y e ] ek
~ |Biaya pemelinaraan kendaraan dinas roda|04/01/2015| Kultansi 6.000.000 | ~ 5 3
berupa pembellan bahan No.078 | ‘
17201 :
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

A Kalimartan No. 35 jember
68121
Kode Satker : S38140
Nama Satker . KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
sP2D SPPY RESUME TAGIHAN
- TANGGAL | NOMOR | TANGGAL | NOMOR | TANGGAL
- SeErsoaes | SRETAIVIERG | DSFEBIONS | DODVAT/SIN)E
Pt s
T Saroeeee | SFERIAS | SPPTAIVISI0 | SSFEBJ0NS | GOOISTAMIAY | OLFERINS |
r e ms
3 Siewe | ISFEBI0YS | SPPUAIVISED | GSSEB-J0TS | ODOORTAISIA R
- o s
| SIS | SSSEB20T | SPPTIVISIe | GSFEB-J0TS | O00NOTAINIAN
™ o130 s
T EnToneen | SFEBI0T | SPPUDASES | ISFEBI01S | 000TTTAISIAN
o oz s
e (e [vioves | BR[| s | o
- [ _riv) s
7 | BT | SSEBI0T | SPPIMIVISE0 | OSFEB-201S | 00013V ﬁL
- o s
T | 1513113090007 | S5FEB-20 | SPPINIWISNS | E5FEB-20S | 0OOIST/SIEIA0/
B sun 2018
: TSIFTIIONN0Y | USFER 20V | SPPIAIVISIS VSFEB-2015 0001 7TT/S38 140/
n ovume s
Petugas 1 S8 Arisah

Tanggal Cetak  : 0SFEB-2015 1209:06
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Sudah terima dari

Jumiah Uang
Terbilang

Untuk Pembayaran

Scanned by CamScanner

TA :
Nomor Bukt :
\ Mata Anggaran ¢

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

2015

50
17 . ©%94

COA.SATIA

Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen

Satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Rp2.250.000,-
Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat KPKNL Jember

cleaning dan poles kendaraan dinas roda empat Februari 2015.
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402015 UNDANG Lampiran 16

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara
sernakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netnl.
sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat
menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan;
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MENTE T KEUANGAN
HEPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KFUANGAN
NOMOR 244 /PMK.03/2008

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUFC
ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTA NG PAJAK PENCHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAI TERAKHIR DENGAN

Menimbang

~ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pe

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
MENTERI KEUANGAN,

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ angka 2 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Namor 36 Tahun
2008, imbalan schubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong
Pajak Penghasilan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong
Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dart jumlah bruto atas
imbalan dimaksud;

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri
Keuangan berwenang mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dimaksud,

menctapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang, jenis Jasa Lain L
mlm wana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf ¢ Angka 2

chagaiman telah_beberapa kali diubah terakhir dengan Ue
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-26/P)/2014

TENTANG
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :a. bahwa uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) telah
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Ujl Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (Billing System)
dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-19/P3/2012;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada huruf a,
periu dilakukan penerapan di seluruh wilayah Indonesia dan penyempurnaan penatausanaan
pembayaran pajak secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;

¢. bahwe berdeserken pertimbangan sebageimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta
dalam rangka melaksanakan Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 37 ayat
(5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014, periu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
e ~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
~ Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
- 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
~ Usaha yang Diterima atay Diperoleh Wajib Pajak yang mmwulmumlmtm-'
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran m
Republik Indonesia Nomor 5424); S
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 M m
‘ninn m dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tomm m Pajak,
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DOKUMENTASI MOBIL DINAS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JEMBER
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